BAB I1

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik
2.1.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntans Sektor Publik

Abdul Halim (2001:143) mendefinisikan Akuntansi sekpublik sebagai
berikut:

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jdalam rangka
penyediaan informasi kuantitatif terutama yang ibEr&euangan dari entitas
pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yalag dari pihak-pihak
yang berkepentingan atas berbagai alternatif analakan. Pemerintah yang
dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, @iapan kabupaten/kota.

Indra Bastian (2005: 15 ) mendefinisikan Akuntageditor publik sebagai:

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang dilaan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembagagi timggara dan
departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daBMN, BUMD,
LSM dan Yayasan sosial, maupun pada proyek-proyakasama sektor
publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2002: 1) “Akuntansi sektor pkhtnemiliki kaitan
yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuptasidomain publik.” Secara
kelembagaan, domain publik antara lain meliputi dmaldadan pemerintahan
(pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja petale)y, perusahaan milik

negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi poldd&n organisasi Massa,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dganisasi nirlaba lainnya.
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2.1.1.2 Tujuan Akuntans Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002 : 14) yang dikutip dAmerican Accounting
Association(1970) dalam Glynn (1993), menyatakan bahwa tujaknntansi
pada organisasi sektor publik adalah untuk:
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelskcara tepat,
efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alckesber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terttaitgan pengendalian
manajemenrfanagement contrpl
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajertuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelolarssdepat dan
efektif program dan penggunaan sumber daya yang jadien
wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai perabrinintuk
melaporkan kepada publik atas hasil operasi petaéridan penggunaan
dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntaksli@ccountability.
Mardiasmo mengatakan (2002: 14) bahwa: “Akuntaresitas publik
terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaanormisi, pengendalian
manajemen, dan akuntabilitas”. Akuntansi sektodiguberupakan alat informasi
baik bagi sektor pemerintah sebagai manajemen maajat informasi bagi
publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digkera dalam proses
pengendalian manajemen mulai dari perencanaarejitygiembuatan program,
penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kiner;

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilgpuitesan, terutama

untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sundlaya. Informasi
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akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biagtu urogram, proyek atau
aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonon@spom teknis. Selain itu,
informasi akuntansi dapat digunakan untuk membdatam pemilihan program

yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaiaregtasi.

2.1.2 Konsep Kinerja

Kinerja' adalah gambaran pencapaian pelaksanaanu skegjiatan
/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasargoantu visi dan misi
organisasi. “Secara umum Kkinerja merupakan presyasig dicapai oleh
organisasi dalam periode tertentu”. (Indra Bast2@@5: 274)

Mardiasmo (2002: 121) mendefinisikan; “sistem pdagan kinerja
sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuankumembantu manajer publik
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat @ikansial dan nonfinansial.”

Larry D Stout dalam Indra Bastian (2005: 275), natalgan bahwa :

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses nendan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah peacapaisi (nission
accomplishmentmelalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa prodjasa
ataupun suatu proses.

Menurut Mardiasmo (2002: 121) :

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tig&sud yaitu :

1) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untakembantu
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja diswadkan untuk
dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuansdsaran program
unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkefisiensi dan
efektivitas organisasi sektor publik dalam pembepalayanan publik.

2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengakian sumber daya
dan pembuatan keputusan.

3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mpwkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunkelembagaan.
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Mardiasmo (2002: 122), secara umum tujuan sistengykuran kinerja
adalah :

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih k#aidp down dan
bottom up;

2) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansigicara berimbang
sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaseggt

3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan mamajelr ihenengah
dan bawah serta memotivasi untuk mencgpal congruencelan

4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkaekadan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.

Adapun manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiagg@02: 122)
adalah sebagai berikut :

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunaiaik menilai
Kinerja manajemen;

2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yatad ditetapkan;

3)Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinegan
membandingkannya dengan target kinerja serta miaakuindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja;

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan damiank¢eward &
punishmenjt secara obyektif atas pencapaian prestasi yarigidgesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepak

5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpdzam rangka
memperbaiki kinerja organisasi;

6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pegéangsudah
terpenuhi;

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi perakyint

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukeara@byekiif.

2.1.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah
2.1.3.1 Definisi PAD

Berdasarkan UU No0.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 48bdikan bahwa
“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PARIadd pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peratdeserah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan’. Sedangkan menurdtl ABalim (2004: 94)
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yang dimaksud dengan PAD adalah ‘penerimaan yapgraleh dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut Isend@an peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaguwer
Dalam UU No0.33 Tahun 2004 Pasal 7 dan Pasal ®ulisen dalam upaya
peningkatan PAD, daerah dilarang :
1. Menetapkan peraturan daerah tentang yang menyebdiiga ekonomi
tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan ysmghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasarathderah, dan kegiatan

impor/ekspor.

2.1.3.2 Sumber-Sumber PAD
Sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintala@nah, sumber
keuangan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan asli daerah, terdiri diri:
a) Hasil Pajak Daerah
1. Pajak Daerah Tingkat | (Provinsi)
i. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas (RKB &
KAA)
ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraa\t@s Air
(BBNKB & KAA)

iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
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iv. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bir
Permukaan (P3ABT & AP)
2. Pajak Daerah Tingkat 1l (Kabupaten atau Kota)
i. Pajak Hotel
ii. Pajak Restoran
iii. Pajak Hiburan
iv. Pajak Reklame
v. Pajak Penerangan Jalan
vi. ~ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
vii. Pajak Parkir
b) Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagdigyaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus idikaa dan/atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangaghriatau badan.
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :
1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu
c) Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengeloldekayaan Daerah
Lainnya
Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbarigamangan

Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yamgasuk hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bel@s@embagian hasil
laba BUMD.
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antareb&xdasarkan
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuafgemerintah Pusat
dan Daerah terdiri dari hasil penjualan asset tééagpah dan jasa giro.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari:
a) Transfer pemerintah pusat — dana perimbangan
i. Dana bagi hasil pajak
ii. Dana bagi hasil sumber daya alam
iii. Dana alokasi umum, dan
iv. Dana alokasi khusus
b) Transfer pemerintah pusat — lainnya
i. Dana otonomi khusus, dan
ii. Dana penyesuaian
c) Transfer pemerintah provinsi
I. Pendapatan bagi hasil pajak, dan
ii. Pendapatan bagi hasil lainnya.
3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah



22

2.1.4 Pajak daerah
2.1.4.1 Definisi Pajak daerah

Pengertian pajak menurut Rahmat Soemitro (dalamdislemo, 2003: 1)
adalah ‘luran pajak kepada kas negara berdasank@ang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal riqanetstasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membggargeluaran umum’.
Menurut Mardiasmo (2003; 1) dari definisi terselolajpat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. luran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negaranltersebut berupa uang
(bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuat@angrundang serta aturan
pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari megang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dukkgn adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d.Digunakan untuk membiayai rumah tangga negar&niygpengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selanjutnya pengertian Pajak daerah menurut UBAN@hun 2000 pasal
1 ayat 6 adalah:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan ol@mg pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yanthasy, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yemgkly yang dapat
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembantadaerah dan
pembangunan daerabh.
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2.1.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemu&kdtaAdam Smith
(dalam Abdul Halim, 2004: 131) menyatakan bahwa y®gatan pajak
hendaknya berdasarkan pada:

1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat final, adil danataeyaitu dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampearbayar pajak atau
ability to pay sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimdksno bahwa
setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeiyaeanerintah sebanding
kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wgeraleh karena itu wajib
pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajakterutang, kapan harus
dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak selyailsesuai dengan saat-saat
yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagi contadda saat wajib pajak
memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini gigely as you earn

4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biayemeéan kewajiban
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungki@mikian pula beban
yang dipikul wajib pajak.

2.1.4.3 Prinsip Dan Kriteria Pajak Daerah

Apabila memperhatikan sistem perpajakan yang dialebh banyak negara
di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan dlagang baik pada umumnya
tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umumakgntperpajakan daerah
seperti yang diungkapkan oleh Devas dalam Mardiag@@64: 150-151) adalah
sebagai berikut:
a. Hasil atau perolehan pajakx yield, meliputi:

= Hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan jasig kecil justru

akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan pentem pajak tax
payer resistance
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» Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasijlakahendaknya relatif
stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agaidah dalam melakukan
perencanaan belanja;

» Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertun@muhpenduduk, dan
kenaikan pendapatan;

» Perbandingna antara biaya punguteolléction cost dengan hasil pajak
(tax yield kecil.

b. Keadilan équity)

» Dasar pengenaan pajalaX bas¢ dan kewajiban wajib pajak harus jelas
tidak bersifat arbitrer;

= Horizontal equity.Pajak yang dilakukan harus mencipatakan keadilan
horizontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominymaanemiliki beban
pajak yang sama,

= Vertical equity. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan
masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membaajak lebih
tinggi daripada yang miskin;

= Benefit principle mereka yang menikmati fasilitas publik secarahldéfaik
harus membayar pajak lebih tinggi.

c. Daya Guna Ekonome¢onomic efficiency/economic neurglity
d. Kemampuan Melaksanakaab({lity to implemenjt

= Adanyapolitical acceptabilityuntuk menerapkan pajak;

» Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan akdlrat pajak yang
memadai

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daststalfility as a local revenue
source

= Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus imengajak;

» Kedudukan obyek pajak harus jelas agar pajak tmaklah dihindari,
dengan cara memindahkan obyek pajak dari satuld&erdaerah lain.

f. Masalah tarif deferensialhe problem of defferential tax rajes

g. Pengaruh tempat (lokasi) terhadapa beban platipn responses to taxipn
h. Masalah keadilan antar wilayahd problem of inter-regional equjty

I. Kapasitas untuk mengimplementasagacity to implemept

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daeraka pemberian
kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selempertimbangkan
kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secaraunmseyogyanya, juga harus
mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagak pagrah. Pajak daerah
yang baik merupakan pajak yang akan mendukung p@émldeswenangan kepala

daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.
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2.1.4.4 Fungs Pajak Daerah
Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Budiyadalam Abdul
Halim (2004:131), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu

a. Fungsi Budgeter
Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada selgablik dan pajak disini
merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan umekasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerahi ssugan waktunya
dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin gambangunan
pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan
Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerirgabat/daerah untuk
mencapai tujuan tertentu berada diluar sektor kparamegara/daerah, konsep
ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Budiyanto dalam Abdul Halim (2004: 131) berpgrata bahwa
berdasarkan kedua jenis fungsi di atas, dapat dipalatau dimengerti bahwa
fungsi pajak terkait dengan anggaran pendapatanbdiemja negara umumnya
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusdmyaksudkan untuk
mengisi kas negara/daerah sebanyak-banyaknya datamgka membiayai

pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah gasah.

2.1.4.5 Sistem Pemungutan Pajak Daer ah
Menurut Mardiasmo (2003: 7) sistem pemungutamkpégrdiri dari tiga
macam yaitu :

1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan em&vg kepada
pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya paal terutang oleh wajib
pajak.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ngratda pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surattiegan pajak oleh fiskus
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2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memigsvewang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakaegut
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak teraida pada wajib pajak
sendiri
b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetogndmelaporkan sendiri
wajib pajak terutang
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memigsvewang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yangséegkutan) untuk
menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib Pajak
Ciri-cirinya : wewenag menentukan besranya pajaltaeg ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Penetapan sisteself assessmentiga dianut dalam UU No. 18 Tahun
1997 dan UU No. 34 Tahun 2000. Menurut Marihot &&an (2005: 69) karena
karakteristik setiap pajak daerah tidak sama, migelf assessmeridak dapat
diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Peotangpajak daerah saat ini
menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaidi@laskan berikut ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini opakan perwujutan dari sistem
self assessmenyaitu sistem pengenaan pajak yang memberikanréaysan
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkaembayar dan
melaporkan sendiri pajak terutang dengan mengggmarTPD.

2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini metapaperwujutan sistem
official assessmentyaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar olejibwa
pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepalerah atau pejabat yang
ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak daerah aalumen lain yang
dipersamakan.

3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merapagerwujutan dari sistem
with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut céefumgut pajak
pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik rde@ALN) yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah NogdraGun 2001 tentang
Pajak daerah, sebagai pemungut Pajak Peneranganaiat penggunan tenaga
listrik yang disediakan PLN.
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2.1.4.6 Ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Daerah

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnyay Y& No. 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menjelaskan pexbedtdar jenis pajak daerah
yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yamygut oleh Kabupaten/Kota.
Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak empat jenikpggétu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Aia¢PKB & KAA)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendabdaktas Air (BBNKB &
KAA)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

4. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawahhr&sm Air Permukaan
(P3ABT & AP)

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang bérgropinsi tidak dapat
memungut pajak lain selain yang telah ditetapkam kblanya dapat menambah
jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria ydrngtapkan dalam UU. Adanya
pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut olelpii&io terkait dengan
kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yangtasrlyang hanya meliputi
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang berdlifstas daerah
kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau badypat dilaksanakan daerah
kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemermtaieatentu. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat faakungut jenis pajak yang
telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnysalkkg memadai. Berkaitan
dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk RaRropinsi yang ditetapkan

secara seragam di seluruh Indonesia dan diatumdaRNo. 65 tahun 2001.
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Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi dreamgan untuk

memungut tujuh jenis pajak yaitu:

1.

2.

Pajak Hotel

Pajak Restoran

. Pajak Hiburan

. Pajak Reklame

. Pajak Penerangan Jalan

. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

. Pajak Parkir

Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat linfitartinya kabupaten/kota

diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sunkkeangannya selain yang

ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 TahuB02@engan menetapkan

sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengaemperhatikan kriteria yang

ditetapkan UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

1.

Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2.0byek pajak terletak atau terdapat di wilayahralaekabupaten/kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukumlatenserta hanya

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupateafatg bersangkutan;

3.0byek dan dasar pengenaan pajak tidak bertemtadgagan kepentingan

umum;

4.0byek pajak bukan merupakan obyek pajak propliasiatau pajak pusat;

5.

6.

Potensinya memadai;

Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
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7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mestadan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajakabupaten/kota
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidaéhhbebih tinggi dari tarif
maksimum yang telah ditetentukan dalam UU tersdbeimgan adanya pemisahan
jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yargudgut oleh kabupaten/kota

diharapakan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

2.1.5Pajak Hotel dan Pajak Restoran
2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel Mafhsiahaan (2005:
245). Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada peldeut daerah kabupaten atau
kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengawenangan yang diberikan
kepada pemerintah kabupaten atau kota. Menuruth®laR Siahaan (2005: 246)
bahwasanya dalam pemungutan Pajak Hotel terdapatdyg terminologi yang
perlu diketahui.
Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakam tamng untuk dapat
menginap/istirahat, memeproleh pelayanan dan asilitds lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yantyate dikelola, dimiliki

oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dakap&oran.
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Rumah penginapan adalah penginapan dalam bedatuklasifikasi apapun
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menguot@ap disewakan untuk
umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau bdalam bentuk apapun yang
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya ukelakusaha di bidang
jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima ataurssiga diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang atau pelayananasgisygbayaran kepada
pemilik hotel.

5. Bon penjualanhll) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagddi bu

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak padat smengajukan

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempginggan beserta

fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.

2.1.5.1.1 Obyek Dan Subjek Pajak Hotel
2.1.5.1.1.1 Obyek Pajak Hotel
Menurut Marihot P Siahaan (2005: 247) objek pdjakel adalah semua
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pemdrgytermasuk pelayanan
yang ada di bawah ini :
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangkendek. Dalam
pengertian rumah penginapan termasuk rumah kosadeognlah kamar
sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas sepanah penginapan.

Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pé&ndetara lain : gubuk
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pariwisata (cottage) motel, wisma pariwisata, pesanggrah@mostel)
losmen dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasiliagimapan atau
tempat tinggal jangka pendek yang sifathya membaerkemudahan dan
kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telépksimile, telexs,
fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan peggatan lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakarsuhwntuk tamu hotel,
bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburataranlain pusat
kebugaran(fitness center),kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub,
diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atampan di hotel.

2.1.5.1.1.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, yang menjadi subyek pajak adalahg pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanah $eteentara itu, wajib
pajak adalah orang pribadi atau badan dalam beap#&pun yang dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakulsamaudi bidang jasa
penginapan. Dengan demikian, subyek pajak dan wagjak pada pajak hotel
tidak sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakanmajib pajak dapat
diwakili oleh pihak-pihak tertentu yang diperkenankoleh undang-undang dan

peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Selain itjbwaajak dapat menunjuk
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seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuklamiaja hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya.

2.1.5.1.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
2.1.5.1.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pemdrayang dilakukan
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi hubuistjamewa, atau penggantian
dihitung atas dasar harga pasar yang wajar patipesa@kaian jasa hotel. Contoh
hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badag ynengggunakan jasa
hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atali tangsung, berada di bawah
pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau bgafas sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibdghr smbyek pajak
kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlahgugang dibayarkan maupun
penggantian yang seharusnya diminta wajib pajakagagb penukaran atas
pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitasnpsergltermasuk pula semua

tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berldatagan usaha hotel.

215122 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebed@fo dan ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yarsangk&utan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepadaieah kabupaten atau
kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandasgaedengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten atau kota.
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2.1.5.1.2.3 Cara Perhitungan Pajak Hotel
Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihituthgngan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.p@gdara umum perhitungan

Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut ini

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada

Sumber : Marihot P Siahaan (2005: 251)

2.1.5.2 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan reskéazimot P Siahaan
(2005: 271). Semula menurut Undang-Undang Nomord@un 1997 pajak atas
hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak dthn Restoran. Akan
tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tah@® 2&his pajak tersebut
dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiridseryaitu Pajak Hotel dan
Pajak Restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidakkradh pada seluruh daerah
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hddarkaitan dengan kewenangan
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten ataa. Kdenurut Marihot P
Siahaan (2005: 272) dalam pemungutan Pajak Restmatapat beberapa
terminologi yang perlu diketahui.
Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan dataimam yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasaka jasa boga dan

katering.



34

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau lodam bentuk apapun
yang dalam lingkungan perusahaaan atau pekerjaanelgkukan usaha
di bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau sehausterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan asepambayaran
kepada pemilik rumah makan.

4. Bon penjualaribill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagéi buk
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak padat snengajukan
pembayaran atas jasa pembelian makanan dan ataumamnkepada

subyek pajak.

2.1.5.2.1 Obyek dan Subyek Pajak Restoran
2.1.5.2.1.1 Obyek Pajak Restoran

Menurut Marihot P Siahaan (2005: 273) Objek Pajast®ran adalah
pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayBgemasuk dalam objek
pajak restoran adalah rumah maka&af§ bar dan sejenisnya. Pelayanan di
restoran/rumah makan akan meliputi penjualan makatzan atau minuman di
restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjmadkanan/minuman yang

diantar/dibawa pulang.
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2.1.5.2.1.2 Subyek Pajak dan wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajakhadedag pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran kepada restonawen&ea itu, yang menjadi
wajib pajak adalah pengusaha restoran yaitu oraigpg atau badan dalam
bentuk apapun yang melakukan usaha di bidang runaédan. Dengan demikian,
subyek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restordak tisama. Dalam
menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajakataliwakili oleh pihak-
pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-umd#an peraturan daerah
tentang Pajak Restoran. Selain itu wajib pajak tapanunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hakm#emenuhi kewajiban

perpajakannya.

2.1.5.2.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
2.1.5.2.2.1 Dasar Pengenaan

Menurut Marihot P Siahaan (2005: 275) “ Dasar pea@n pajak restoran
adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepadareest Jika pembayaran
dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual g@enggantian dihitung atas
dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelikenaradan atau minuman.
Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi bslan yang menggunakan
jasa restoran dengan pengusaha restoran, baikulapgsaupun tidak langsung,
berada di bawah pemilikan atau penguasaan orabaddtau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibdghr smbyek pajak

kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlahgugang dibayarkan maupun
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penggantian yang seharusnya diminta wajib pajakagagb penukaran atas
pembelian makanan dan atau minuman, termasuk poldahan dengan nama

apapun juga dilakukan berkaitan usaha restoran.

2.1.5.2.2.2 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sabd$% dan ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yarsangk&utan. Hal ini
dimaksudkan untuk meberikan keleluasaan kepada rpeate kabupaten atau
kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandasgaedengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten atau kota.

2.1.5.2.2.3 Cara Perhitungan Pajak Restoran
Besarnya pokok Pajak restoran yang terutang digitdengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.pg@gdara umum perhitungan

Pajak restoran adalah sesuai dengan rumus bemikut |

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada

restoran

Sumber : Marihot P Siahaan (2005: 276)
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2.1.6 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Berikut adalah definisi efektivitas yang dikemukakdeh beberapa ahli :

= Menurut Mardiasmo (2004: 134) “efektivitas adalduran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatyanisasi berhasil
mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatéddam berjalan dengan
efektif.

= Menurut The Liang Gie (1997 : 108) yang dikutiglolSyafri Daud dalam
Abdul Halim (2004 : 166) adalah ‘suatu keadaan yamngdi sebagai akibat
yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan seuetiouatan dengan
maksud tertentu dan memang dikehendakinya, makagoita dikatakan
efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai nuakssebagaimana
dikehendakinya’.

»= Menurut Jones dan Pendlebury (1996) yang dikutgfrspaud dalam (Abdul
Halim, 2004 : 164), ‘efektivitas adalah suatu ukurkeberhasilan atau
kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatartuju

= Menurut Richard M. Steere dalam Magdalena Yami851% (Abdul Halim,
2004 : 166), ‘efektivitas menurut ukuran seberagahjorganisasi berhasil
mencapai tujuan yang layak dicapai’.

» Efektivitas menurut Thamrin Simanjuntak dalam Abdidlim (2004: 93)
‘adalah mengukur hubungan antara hasil pungut spgak dengan potensi

pajak itu sendiri’.
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengertidiektivitas dikaitkan
dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Resto@sunnya adalah mengukur
hubungan antara hasil pungutan Pajak Hotel dark RRgatoran dengan potensi

pajak itu sendiri.

2.1.7 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Depdikbud) f2ngertian
kontribusi adalah uang iuran (kpd perkumpulan ds®¢gdangkan pengertian
kontribusi berdasarkan Kamus Lengkap Ekonomi (Ahratbni: 85) memiliki
pengertian sumbangan. Sedangkan dalam akuntargadagkan Kamus Besar
Akuntansi (Ardiyos : 230) kontribusi mempunyai pertgan perbedaan antara
penjualan dengan harga pokok penjualan variabbklse pembebanan biaya
tetap, pengertian ini dapat diterapkan untuk saitiproduksi atau lini produksi
dan jasa. Kontribusi berkaitan dengan Pajak Hotel Bajak Restoran terhadap
PAD dapat diartikan sebagai sumbangsih yang diaerRRajak Hotel dan Pajak
Restoran terhadap PAD.

Jika potensi penerimaan Pajak Hotel dan PajakoRestsemakin besar
dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumdregrimaannya dengan
meningkatkan target dan realisasi Pajak Hotel dajakP Restoran yang
berlandaskan potensi yang ada, hal ini dapat mkaikgn total hasil pajak
daerah. Jika Pajak Daerah meningkat, maka Pendapsh Daerah akan
meningkat, sehingga akan mengurangi rasio ketarggah pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat.
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2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah dilaksanakan dengan pelimpahan wawendari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yangtiddlengan pelimpahan
dana. Tujuan pembentukan daerah otonom adalah umgnkngkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan diallagalam pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakatk dapat mewujudkan
tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memilikiber keuangan yang cukup
memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanarg yaaik kepada
masyarakat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa denganaaoi@mmpmi daerah
diharapkan pula terciptanya desentralisasi fiskalam menjalankan aktivitas
pemerintahannya, secara finansial pemda tidak Hdatgtbergantung sepenuhnya
pada pemerintah pusat. Secara otomatis daerahuditumtuk mampu membiayai
sendiri semua aktivitas pemerintahannya dengan gueradian sumber-sumber
keuangan asli daerah.

Sumber keuangan asli daerah yaitu Pendapatan Astirab (PAD).
Menurut Abdul halim (2004: 94) “pendapatan aslirdheadalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayalsgndiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan parpemandang-undangan yang
berlaku”. Dengan demikian pemda harus mampu meratkaia sumber-sumber
keuangan potensial yang ada secara maksimal ddb, BAlah satunya pajak
daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalam wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadaaflaetanpa imbalan
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langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan dazkden peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan kumiembiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembandae@h. (Sumber UU
No. 34 tahun 2000)

Optimalisasi Pajak daerah dilakukan dengan upagtensifikasi
penerimaan pajak daerah. Intensifikasi pajak daadahah usaha yang dilakukan
pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak daeralalum perubahan tarif
pajak daerah dan peningkatan pengelolaan pajalatlater sendiri (Abu Bakar
dalam Abdul Halim, 2004:145). Optimalisasi Pajakemdd tergantung pada
optimalisai komponen pajak daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tenfzajgk dan
retribusi daerah, jenis pajak daerah khususnysu@hbupaten/kota adalah :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir

Berdasarkan data di atas bentuk pajak daerah alstaradalah Pajak
Hotel dan Pajak Restoran. Pengertian Pajak Hotelabarkan Perda Kabupaten
Cirebon Nomor 36 Tahun 2002 adalah pungutan daasta$ pelayanan hotel.
Pengertian Pajak Restoran berdasarkan Perda Kaougatbon Nomor 37 tahun

2002 adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 taduhngertian Hotel
dan Restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan lragigountuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan itéssillainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yangyate, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pedak dan perkantoran.
Restoran adalah tempat menyantap makanan minumag geediakan
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usahaasadan katering.

Berdasarkan Perda Kabupten Cirebon No0.36 tahun 2002ang Pajak
Hotel dan Perda No. 37 tahun 2002 tentang PajatoResdijelaskan mengenai
nama, obyek, subyek dan dasar pengenaan Pajak HkmePajak Restoran,
sebagai berikut:

1. Dengan nama Pajak Hotel, Pajak Restoran dan usg@rassdipungut atas
pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di, mestoran dan
usaha sejenis.

2. Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disedidé@agan pembayaran
di hotel, restoran dan usaha sejenis.

3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yamjakokan
pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan segems.

4. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayarandjakgkan kepada
hotel, restoran dan usaha sejenis. Tarif pajakl dde pajak restoran
ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukeepada
pengusaha hotel, restoran dan usaha sejenis.

Sebagai salah satu komponen pajak daerah, Pajagl ldah Pajak
Restoran mempunyai prospek yang sangat baik unkekntbangkan oleh karena
itu Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus dikeleleaia tepat dalam rangka
optimalisasi dan usaha meningkatkan PAD.

Optimalisasi Pajak Daerah dengan intensifikasatldpakukan dengan cara
menilai efektivitas pemungutan Pajak Daerah diamga Pajak Hotel dan Pajak
Restoran. Konsep ini lebih kepada menggambarkarerjginPemda dalam

melaksanakan tugasnya, termasuk sejauh mana ddepst mengoptimalkan
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potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Potengrjpeaan merupakan patokan
organisasi untuk menentukan target penerimaanpsegaiode, semakin tinggi
potensi maka semakin besar pula target yang dkantu Setelah target
ditentukan, organisasi harus bekerja keras aggettéersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2004: 134) mendefinisikan efektivitasbagai “ukuran
berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapaarti Efektivitas menurut
Thamrin Simanjuntak dalam Abdul Halim (2004: 93)aéah mengukur hubungan
antara hasil pungut suatu pajak dengan potendk gajaendiri’.

Pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (19908) yang dikutip
oleh Syafri Daud dalam Abdul Halim (2004: 166) atwaisuatu keadaan yang
terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau sesgo melakukan sesuatu
perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikekiega, maka orang itu
dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mamyai maksud sebagaimana
dikehendakinya’.

Bila pengertian efektivitas di atas dikaitkan dmmgoenerimaan Pajak
Hotel dan Pajak Restoran , maksudnya adalah menduwhungan antara hasil
pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengamgofgjak itu sendiri.
Dengan demikian jika pemungutan Pajak Hotel daakPRestoran sudah efektif
yaitu hasil pemungutan sesuai dengan potensi yatey maka diharapkan
kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terh&slp menjadi semakin besar.

Secara umum, jika pemungutan Pajak Hotel dan PRgdtoran sudah
efektif maka akan meningkatkan penerimaan Pajakdbag/ang secara otomatis
akan meningkatkan PAD. Meningkatnya PAD pada Katarpdan Kotamadya di
Wilayah Ill Jawa Barat dapat mengurangi tingkatekgantungan terhadap

pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan rusraganya dan diharapkan

pelayanan publik dapat meningkat.
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Otonomi Daera —» Desentralisasi Fisk —»| Intensifikasi Pajak Daer:

* Realisasi Pajak Hotel * Potensi Pajak Hotel

S o <«—— -+ Pajak Hotel
* Realisasi Pajak RestoraP * Potensi Pajak Restora J

 Pajak Restore

-

Kontribusinya

A
PAD

« Efektivitas Pajak Hotel
« Efektivitas Pajak Restorar

2.3 Pertanyaan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 78) “ Hipotesisnya dibuat jika
yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antamavduabel atau lebih.
Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya desktigak perlu dihipotesiskan”.
Begitupula menurut Sugiyono (2004 : 51) menyatakahwa “ Tidak setiap
penelitian merumuskan hipotesis, hal ini tergantpagla jenis masalah yang
dihadapi”. Apabila penelitian tidak merumuskan hgsis maka untuk
mempertegas masalah dirumuskan masalah pokok temellalam bentuk
kalimat tanya yang disebut dengan pertanyaan piamelBerdasarkan teori dan
permasalahan yang terjadi, maka pertanyaan pameliBrsebut sama dengan

rumusan masalah, yaitu :
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1. Bagaimana potensi Pajak Hotel dan Pajak Restpeata Kabupaten dan
Kotamadya di Wilayah 11l Jawa Barat tahun 2004-2008

2. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Hotel Bajak Restoran pada
Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah 11l Jawa Baahtuh 2004-20087?

3. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Rastderhadap penerimaan

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kotardidyilayah Il Jawa

Barat tahun 2004-20087?



